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Abstrak 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis dan menentukan strategi yang dapat 

dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Prabumulih serta Account Representative 

(AR) Pengawasan untuk meningkatkan penerimaan pajak effort di KPP Pratama Prabumulih. 

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai KPP Pratama Prabumulih yang mempunyai jabatan 

sebagai Account Representative (AR) Pengawasan sebanyak 8 responden, dan jabatan Kepala 

Seksi sebanyak 2 responden. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dan 

pengumpulan data dilakukan dengan observasi, interview dan metode dokumentasi. Berdasarkan 

hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan isu yang paling strategis untuk 

meningkatkan penerimaan pajak effort di KPP Pratama Prabumulih, yaitu: Pemisahan Fungsi AR 

Pengawasan menjadi Analis dan Eksekutor; Menyediakan data eksternal yang valid dan penerbitan 

SP2DK berdasarkan data yang akurat; Mengirimkan SP2DK kepada Wajib Pajak dengan kriteria 

sama dan sektor usaha berkembang; Penyesuaian proses kerja pengawasan Wajib Pajak. 

Kata Kunci: Strategi, penerimaan pajak effort, AR Pengawasan, Analisis SWOT, litmus test 

PENDAHULUAN 

Perkembangan sebuah wilayah dapat 

dikatakan meningkat dan maju jika dilihat salah 

satunya dari pembangunan yang dilaksanakan 

di wilayah tersebut. Pembangunan yang 

langsung terlihat diantaranya berupa 

pembangunan sarana dan prasarana untuk 

penunjang kegiatan masyarakatnya sehari - 

hari. Hal ini merupakan salah satu wujud nyata 

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah 

setempat. Alternatif sumber dana lain yang saat 

ini telah diambil oleh pemerintah untuk 

mendanai pembangunan tersebut adalah dari 

sektor penerimaan perpajakan. Penerimaan 

pajak merupakan salah satu penerimaan negara 

yang eksistensinya dapat diandalkan, karena 

setiap tahun anggaran akan dapat meningkat 

seiring dengan perkembangan perekonomian 

dan dunia usaha. Setiap tahunnya didalam 

APBN, penerimaan pajak termasuk kedalam 

item pada sisi pendapatan negara. Hampir 

disetiap tahunnya, penerimaan pajak memiliki 

kontribusi terbesar dalam pembiayaan APBN, 

maka dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak 

merupakan sektor yang sangat diandalkan oleh 

negara untuk membiayai pembangunan di 

Indonesia. Target penerimaan pajak ditetapkan 

dalam APBN, kemudian target tersebut 

diturunkan kepada unit – unit dibawahnya 

termasuk DJP, lalu secara berurutan diturunkan 

kepada tingkat Kantor Wilayah, Kantor 

Pelayanan Pajak (selanjutnya disebut dengan 

KPP). Pada unit KPP akan dibagi kepada Seksi 

– seksi yang terkait, diantaranya adalah Seksi 

Pemeriksaan dan Penagihan Perpajakan, Seksi 

Pengawasan I, II, III, IV dan V. Target 

penerimaan pajak yang dibebankan kepada 

Seksi Pengawasan I, II, III, IV dan V 

merupakan target terbesar dibandingkan 
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dengan seksi – seksi lainnya, sehingga tercapai 

atau tidaknya target penerimaan pajak sangat 

dipengaruhi oleh pencapaian pada Seksi 

Pengawasan I, II, III, IV dan V. Seksi 

Pengawasan I, II, III, IV dan V masing – masing 

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

membawahi seorang Pelaksana dan beberapa 

orang Account Representative (AR) 

Pengawasan. AR Pengawasan dapat disebut 

sebagai ujung tombak dalam mengumpulkan 

penerimaan pajak pada sebuah KPP, karena AR 

Pengawasan merupakan pelaku utama dalam 

melaksanakan proses pengawasan secara 

langsung terhadap Wajib Pajak, pengawasan 

yang dilakukan berupa pengawasan 

pembayaran, pelaporan, dan profil Wajib Pajak. 

Berdasarkan proses pembayaran pajak yang 

dilakukan oleh Wajib Pajak,  penerimaan pajak 

yang dikelola DJP dapat digolongkan menjadi 

penerimaan pajak rutin dan penerimaan pajak 

effort. Penerimaan pajak rutin adalah 

pembayaran dan/atau penyetoran sendiri oleh 

Wajib Pajak (voluntary payment) berbasiskan 

kepatuhan sukarela (voluntary compliance). 

Penerimaan pajak effort merupakan 

penerimaan pajak melalui serangkaian upaya 

(effort) yang dilakukan oleh DJP agar Wajib 

Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya 

setelah dilakukan pengawasan oleh AR 

Pengawasan maupun oleh Seksi Pemeriksaan, 

Penilaian dan Penagihan. Pengawasan oleh AR 

Pengawasan ditandai dengan diterbitkannya 

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau 

Keterangan  (SP2DK) terlebih dahulu, lalu 

dilanjutkan dengan serangkaian kegiatan 

konseling guna meyakinkan Wajib Pajak 

bahwa telah terjadi kesalahan atau kekurangan 

dalam penghitungan pajak yang telah 

dilakukannya. Jika dalam jangka waktu tertentu 

Wajib Pajak belum juga mengakui dan/atau 

menyetujui hasil dari SP2DK AR Pengawasan, 

maka akan dilanjutkan ke tahap pengawasan 

berikutnya. Sedangkan kegiatan pengawasan 

oleh Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan 

Penagihan ditandai dengan diterbitkannya 

Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan dilanjutkan 

dengan kegiatan Penagihan atas SKP tersebut. 

Dari penjelasan tersebut, dapat diambil sedikit 

kesimpulan bahwa, ciri Penerimaan Pajak 

Effort adalah pembayaran pajak yang dilakukan 

tidak tepat waktu sesuai dengan jangka waktu 

pembayaran pajak yang telah diatur oleh 

peraturan perpajakan, karena dibutuhkan 

serangkaian kegiatan pengawasan terlebih 

dahulu, sebelum Wajib Pajak melakukan 

pembayaran pajak. Biasanya ciri lainnya adalah 

dapat dilihat dari Masterfile pembayaran, 

dimana pembayaran pajak tersebut berstatus 

terlambat disertai produk hukum yang 

mengikutinya. Dari sisi Masterfile pembayaran, 

ciri penerimaan effort adalah pembayaran 

terlambat dan/atau pembayaran SKP. 

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal 

Pajak Nomor ND-74/PJ/2019 tanggal 28 

Februari 2019, fokus strategi yang terkait 

pengamanan pencapaian penerimaan pajak 

effort oleh AR Pengawasan dapat berupa 

strategi pembayaran dan pelaporan dengan 

benar, jelas, dan lengkap. Hal ini dapat 

diimplementasikan berupa pengawasan 

pembayaran rutin dan peningkatan pengawasan 

tindak lanjut terhadap ketidakpatuhan 

pembayaran melalui : Pengawasan; Penelitian; 

Kunjungan (visit); pemberian Surat Permintaan 

Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan  

(SP2DK); dan penerbitan Surat Tagihan Pajak 

(STP). Dengan mempertimbangkan berbagai 

aspek, diantaranya adalah penerimaan pajak 

tahun – tahun sebelumnya, jumlah Wajib Pajak 

yang terdaftar di KPP tersebut, target 

penerimaan pajak effort suatu KPP ditentukan 

oleh Kantor Pusat DJP. Realisasi penerimaan 

pajak KPP Pratama Prabumulih tahun 2016, 

2017, 2018, 2020 dan 2021 tidak mencapai 

100%, baik untuk penerimaan pajak rutin 

maupun untuk penerimaan pajak effort, yang 

menyebabkan realisasi penerimaan pajak 

secara keseluruhan kantor tidak mencapai 

target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan 

pajak rutin dan effort tersebut kurang 

memuaskan karena tidak dapat mencapai target 

yang ditetapkan kepada KPP Pratama 
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Prabumulih dalam beberapa tahun, oleh karena 

itu perlu ada upaya dan strategi yang tepat agar 

dapat merealisasikan target penerimaan pajak 

yang telah diamanahkan kepada KPP Pratama 

Prabumulih. Selama ini KPP Pratama 

Prabumulih telah melakukan beberapa upaya 

guna merealisasikan target penerimaan pajak 

effort yang telah ditetapkan, upaya – upaya 

yang telah dilakukan antara lain: Meningkatkan 

pengawasan terhadap pembayaran pajak yang 

dilakukan oleh Wajib Pajak; Meneliti 

kepatuhan formal pelaporan dan kepatuhan 

material terhadap isi pelaporan Wajib Pajak 

dalam Surat Pemberitahuan (SPT); Melakukan 

kegiatan kunjungan (visit) ke lokasi usaha atau 

lokasi domisili Wajib Pajak; Menerbitkan surat 

himbauan kewajiban perpajakan atau yang 

disebut sebagai Surat Permintaan Penjelasan 

atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK); 

Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas 

keterlambatan pembayaran dan/atau tidak 

melaporkan SPT Tahunan dan SPT Masa, 

sesuai dengan peraturan perundang – undangan 

yang berlaku, dan diharapkan atas STP tersebut 

dilakukan pembayaran dan pelunasan oleh 

Wajib Pajak dan dapat memberikan efek jera. 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

pegawai KPP Pratama Prabumulih yang 

mempunyai jabatan sebagai Account 

Representative (AR) Pengawasan sebanyak 8 

responden, dan jabatan Kepala Seksi sebanyak 

2 responden. Penelitian menggunakan metode 

kualitatif deskriptif dan pengumpulan data 

dilakukan dengan observasi, interview dan 

metode dokumentasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan isu 

yang paling strategis yang dapat dilakukan oleh 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Prabumulih serta Account Representative (AR) 

Pengawasan untuk meningkatkan penerimaan 

pajak effort di KPP Pratama Prabumulih, yaitu: 

Pemisahan Fungsi AR Pengawasan menjadi 

Analis dan Eksekutor; Menyediakan data 

eksternal yang valid dan penerbitan SP2DK 

berdasarkan data yang akurat; Mengirimkan 

SP2DK kepada Wajib Pajak dengan kriteria 

sama dan sektor usaha berkembang; 

Penyesuaian proses kerja pengawasan Wajib 

Pajak.  

PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil pengumpulan data 

dan interview serta observasi dari para 

narasumber, dengan menggunakan analisis 

SWOT, didapatkan beberapa isu – isu strategis 

yaitu : 

Faktor Internal 

Strengths (S) : Tingkat pendidikan pada 

AR pengawasan memadai; Terdapat sarana dan 

prasarana yang memadai; Adanya regulasi yang 

jelas sebagai landasan hukum; Peran sistem 

informasi mendukung perkembangan teknologi 

perpajakan; Peraturan mengenai proses kerja 

jelas. 

Weaknesses (W) : Keterbatasan data – 

data yang bersumber dari pihak eksternal; 

Belum adanya benchmarking rasio keuangan 

per jenis usaha; Jaringan sistem terkadang 

lambat; Terjadinya konflik kepentingan. 

Faktor Eksternal 

Opportunities (O) : Pertumbuhan positif 

sektor perdagangan; Wilayah kerja dan Kota 

Prabumulih yang mendukung dunia usaha; 

Dukungan pemerintah lewat penerbitan 

peraturan; Perkembangan teknologi informasi 

mendukung perkembangan teknologi DJP. 

Threats (T) : Literasi perpajakan dan 

kesadaran wajib pajak yang rendah; Penolakan 

wajib pajak terhadap data perpajakan; Adanya 

penurunan tarif pajak. 

Berdasarkan hasil identifikasi 

lingkungan internal dan eksternal KPP Pratama 

Prabumulih melalui Analisis SWOT, diperoleh 

10 isu – isu strategis terkait usaha – usaha untuk 

mencapai target dan meningkatkan penerimaan 

pajak effort KPP Pratama Prabumulih, yaitu : 

a. Strategi S-O : Meningkatkan program 

penyisiran Wajib Pajak di area pusat 
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perdagangan; Mengirimkan SP2DK 

kepada Wajib Pajak dengan kriteria 

sama dan sektor usaha berkembang; 

Meningkatkan mapping dan profiling 

per wilayah serta clustering kepatuhan. 

b. Strategi S-T : Membuat program 

sosialisasi untuk meningkatkan literasi 

perpajakan bagi Wajib Pajak; 

Meningkatkan kualitas kunjungan 

(visit) dan pengawasan Wajib Pajak 

UMKM; Penyesuaian proses kerja 

pengawasan Wajib Pajak. 

c. Strategi W-O : Membuat sistem yang 

terintegrasi; Membuat benchmarking 

rasio keuangan Wajib Pajak per jenis 

usaha. 

d. Strategi W-T : Pemisahan Fungsi AR 

Pengawasan menjadi Analis dan 

Eksekutor; Menyediakan data eksternal 

yang valid dan penerbitan SP2DK 

berdasarkan data yang akurat. 

Hasil penilaian melalui pengujian 

Litmus Test, diperoleh 4 (empat) Isu Strategis 

dengan urutan nilai sebagai berikut : Pemisahan 

Fungsi AR Pengawasan menjadi Analis dan 

Eksekutor dengan skor 34 yang artinya Sangat 

Strategis; Menyediakan data eksternal yang 

valid dan penerbitan SP2DK berdasarkan data 

yang akurat dengan skor 34 yang artinya Sangat 

Strategis; Mengirimkan SP2DK kepada Wajib 

Pajak dengan kriteria sama dan sektor usaha 

berkembang dengan skor 31 yang artinya 

Sangat Strategis; Penyesuaian proses kerja 

pengawasan Wajib Pajak dengan skor 31 yang 

artinya Sangat Strategis 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan isu 

yang paling strategis, yaitu: Pemisahan Fungsi 

AR Pengawasan menjadi Analis dan Eksekutor; 

Menyediakan data eksternal yang valid dan 

penerbitan SP2DK berdasarkan data yang 

akurat; Mengirimkan SP2DK kepada Wajib 

Pajak dengan kriteria sama dan sektor usaha 

berkembang; Penyesuaian proses kerja 

pengawasan Wajib Pajak. 
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